
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMAII'IAIY SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 05 TAIIUI 2(J16

TEITTAITG

PERUBAIIAIV ATAS PERATI'RAIT BI'PATI TAPIN
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PEMBAGHI| DAIT PENETAPAIT BESARAIT DANA DESA

T'NTT'K SETIAP DESA DI KABT'PATTIT TAPIIT
TAIIUil AIYGGARAIT 2OL6

DENGAIT RAIIMAT TIIHAN YAITG MAIIA FSA

Menimbang : a.

BI'PATI TAPIN,

bahwa sehubungan dengan telah
diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 49 /PIN.[K.O7 /2016 tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyduran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
Dana Desa, maka Peraturan Bupati Tapin
Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Dana
Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten
Tapin Tahun Anggaran 2016 perlu
dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan
perahrran penrndang-undangan yang
berlaku dengan melalui perubahan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuart
sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (8)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembahan

b.

\.
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c.

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, perlu menetapkan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembagan dan Penetapan Besaran Dana
Desa Unhrk Setiap Desa di Kabupaten
Tapin Tahun Anggaran 2076;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Besaran Dana Desa Untuk
Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah [a.ut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 1965
Nomor 51, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3
tentang Keuangan Negara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambaha:r Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4

tentang Perbendah araaf,i Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

Mengingat : 1.

2.

3.

+.
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tatrun 2OO4
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor a4OO);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO+
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44381;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLI
tentang Pembentukan Peraturan
Pemndang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523\;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4
tentang Administrasi Pemerintatran
(Lembaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
kmb,aran Negara Republik Indonesia
Nomor 560l);

6.

7.

8.

9.

10.
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11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016 (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahr:n 2016
Nomor 278, Tartbahan Lembaran Negara

, Republik Indonesia Nomor 57671;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2OOS tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 74O,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a578);

1 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dart
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambatran Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2OOT tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a73Sl;

1 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
20tg tentang Tata Cara Pelaksanaart
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol3 Nomor 1O3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54231;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);
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18. Perahrran Pemerintah Nomor 43 Tahun
2OL4 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L23,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah denga:e Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57171;

19. Peratrrran Pemerintah Nomor 60 Tahun
2OL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2OL6 tentang Pembahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tatrun
2OL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 586a);

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2Ol5 tentang
Perrrbatran Keempat Ata.s Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

2 1. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
' tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

lr
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telakt
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2oll tentang Pertrbahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor l Tatrun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
20t6;

2 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tatrun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

27 . Peratlttran Menteri Keuangan Nomor
49/PMK.OT l2Ot6 Gntang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,

, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

2 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakart
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepa1a Irmbaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pembahan
Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara
Pengadaan BaranglJasa di Desa;
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir,
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor O5 Tahun 2OO8
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

3 0 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
L2 Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3 1 . Perahrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor
13 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016;

3 2 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun
2Ol5 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016;

3 3 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun
2015 tentang Tata Cara PembagrErn dan
Penetapan Besaran Dana Desa Untuk
Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2016:'

ItrEMUTUSKAN :

: PERATTIRAII BI,PATI TEITTAITG PTRI,BAIIAIT
ATAS PERATURAil BUPATI TAPIN NOMOR 40
TAIIUN 2015 TENTANG TATA CARA
PTUBAGIAN DAN PEITEf,APAN BESARAI{
DAI{A DESA UI|TT'K SEf,IAP DESA DI
KABUPATTN TAPIil TAIIUN AN(rcARA!T 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 4O Tahun
2015 t".rt"ttg Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana

Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 41), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (a) dan ayat (5) diubah, dan
ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
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(1)

(21

Pasal 8

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbulman dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa.

Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari keda setelah Dana Desa diterima di Rekening
Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :

a. Tahap I pada bulan Maret 2016 sebesar 607o (enam
puluh perseratus); dan

b. Tahap II pada bulan Agustus 2016 sebesar 4Oo/o (empat
puluh perseratus).

Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan :

a. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati;

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan
la.poran Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a dan b kepada Bupati paling lambat awatr bulan
Februari 2U-16.

Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan :

a. l,aporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I
kepada tsupati;

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,
menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah
digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan

c. Kepala Desa menyampaikan laporan redisasi
penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a kepada Bupati paling lambat awal
bulan Juli 2016.

Dihapus.

Rincian Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam
APBDesa Tahun Anggaran 2016-

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (21

ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (3)

sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

diubah, dan
dan ayat (4),

(4)

(s)

(6)

(71

k

2.
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Pasal 17

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat
menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
setiap tahap kepada Bupati.

(21 Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggara.n sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I.

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun Ernggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
disampaikan paling lambat awal bulan Februari tahun
anggarzrn berjalan.

(41 Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, disampaikan
paling lambat awal bulan Juli tahun anggar€u-r berjalan.

Paset II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

di Rantau
O{ ;ipril 2O16

,{,

ARPAN
Diundangkan di Rantau
padata4ggal 04 APril. 2015

,ARIS DAERAII KABI'PATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KAE}UPATEN TAPIN TAHUN 2OL6 NOMOR 05


